GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR é TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan dalam Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat
Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ
tanggal 12 Januari 2007 bahwa Pemerintah Provinsi harus
mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan
perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam
menentukan arah dan prioritas pembangunan selama
1 (satu) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;

bahwa berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021 dari  Kementerian  Dalam Negeri
Nomor 050/2776/Bangda tanggal 13 Juli 2020, perlu untuk
ditindaklanjuti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Menimbang: a.

Mengingat: 1.
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Undang-Undang  Nomor 28  ‘Tahun 1999 tentang
Penyclenggnrann Negarn yang, Bersih dan Beban dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negnra Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  Neppra
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonenin
Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeloluan  dan  Tanggung Jawab  Kcuangan Negara
(Lembaran Negara Republik  Indonesin - Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinann dan Pengawnsan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pemcrintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pclaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur scbagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntnr.lg
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pecdoman Pengclolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) scbagaimana
telah  diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Waki Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor S1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor #6 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara Ewvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentanyg Rencana Pernbangunan Jangka
Panjanyg Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah  (Berita Negara Pepublik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daecrah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsit Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2012 tentang  Penyclenggaraan Kesehatan
di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
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39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100});

41. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071
Tahun 2018 tentang Perubahan Xetiga Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

42. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: = PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. PD adalah Perangkat Daerah.

S. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2019,

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan. Selatan
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan
Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untu_k periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan
Tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah_ }mtuk
periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung
sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

13. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB 11

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 2

(1) Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
dilaksanakan sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2021 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi dan misi Gubernur yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi:

Bab 1 Pendahuluan;

BabIl Gambaran umum kondisi Daerah;

Bab Il Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;;
BabV Arah kebjjakan pembangunan kabupaten/kota;
Bab VI Rencana kerja dan pendanaan Daerah;

Bab VII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

Bab VIII Penutup.
Pasal 5

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Buku Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Renja-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah
disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
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DA 11
PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN
Pannl 7

(1) Pemerintah daerah menyusun RKPD Tahun 2021 nehagnimana dimnaksud
dalam Pasal 4, juga mclakukan pemectasn program dan kegiatan sesuai
dengan klasifikasi, kodcfikasi dan noomenklatur yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Hasil pemetaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian
lampiran Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi.

PAR IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan pencmpatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimantan

Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal /Y Jul' 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

o

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR &
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